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PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Mw
S\t 510 S T
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan Putusan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:
Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -, tempat
tinggal di Jalan -, RT/RW: -/-, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten
Manokwari, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Distrik-, Kabupaten -, Kabupaten
Manokwari, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan.
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30
September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manokwari, dengan Nomor perkara 147/Pdt.G/2019/PA.Mw, pada tanggal 30
September 2019, dan dihadapan persidangan Hakim Tunggal telah
menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 21
Oktober 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik
Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:
276/10/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
JI. - Rt/RW: -/- Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat
dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama anak 1 lahir di Manokwari pada
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Tanggal 30 September 2008 dan anak 2 lahir di Manokwari pada Tanggal 22
Oktober 2011 dan kedua anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
kemudian sejak awal bulan Januari Tahun 2010 mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan :
a. Bahwa Suami poligami diam diam tanpa sepengetahuan
Penggugat;
b.  Bahwa suami membawa istri kedua dan anaknya ke Manokwari;
c. Bahwa anak dari istri kedua pernah berkunjung ke orangtua
tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
d. Bahwa pernah terjadi kekerasan fisik oleh Tergugat kepada
Penggugat pada Bulan Desember tahun 2010.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulangkali
terjadi, dan puncaknya pada Akhir bulan Agustus Tahun 2019 terjadi
pertengkaran dimana Tergugat dilarang ke rumah oleh Penggugat sehingga
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha
menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama
Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan
Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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Subsider :
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas nya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan
karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya
tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan alamat tempat tinggal
Tergugat yang baru di Jalan -, Kelurahan -, Distrik -, Kabupaten Manokwari,
Kabupaten Manokwari.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 275/10/X/2007, tanggal 21

Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi

Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal

diberi tanda P, paraf dan tanggal.
B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -,

Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21
Oktober 2007 dan Saksi hadir dalam acara pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam
sekarang pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedang
Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sejak awal bulan Januari 2010, antara Penggugat dan Tergugat
mulai sering bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Tergugat poligami secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat,
Tergugat membawa isteri keduanya dan anaknya ke Manokwari dan
Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
Penggugat.
- Bahwa sejak kejadian pada akhir bulan Agustus 2018, antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.
2, Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal di Jalan -, RT -, RW -, Kelurahan -, Distrik -,
Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Panggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21
Oktober 2007 dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut.
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan
Gaya Baru, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
dan kedua anak tersebut dalam sekarang pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus jejaka.

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Januari 2010, mulai terjadi
pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat sudah menikah tanpa pemberitahuan kepada Penggugat,
malahan Tergugat membawa isteri keduanya dan anaknya ke
Manokwari dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga terhadap Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak akhir bulan Agustus 2019.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar
mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
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sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal berupaya
dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam
Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016,
tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di
persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat secara Islam pada tanggal 21 Oktober 2007 dan belum pernah
bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah
sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah hadir
ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang
sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut
hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, apabila
kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka
gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap
mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya dengan perubahan
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alamat tempat tinggal Tergugat yang baru di Jalan -, Kelurahan -, Distrik -,
Kabupaten -, Kabupaten Manokwari.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan
dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di Jalan -, Manokwari selama itu rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat poligami diam-diam tanpa
sepengetahuan Penggugat, Tergugat membawa istri kedua dan anaknya ke
Manokwari, anak dari istri kedua Tergugat pernah berkunjung ke orangtua
Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah terjadi kekerasan fisik oleh
Tergugat kepada Penggugat pada bulan Desember tahun 2010, kemudian pada
akhir bulan Agustus tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan,
sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap telah mengakui dalil-dalil gugatan
Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara
khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam
kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana
maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal tetap mewajibkan Penggugat
mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan
Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor 275/10/X/2007, tanggal 21 Oktober 2007, bukti
tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang
berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan
Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta
sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan
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pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi | dan Saksi
I, oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa
rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau
orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum
memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di
depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang
memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg
dan Pasal 175 Rbg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti
saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa baik saksi | maupun Saksi Il Penggugat telah
memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang
pokoknya bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Januari
2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan telah menikah dengan wanita
tersebut, oleh karena masalah tersebut Tergugat marah kepada Penggugat dan
juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus
2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tinggal
dengan wanita wanita tersebut sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut,
ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya
mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula
dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan
para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para
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saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta
memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan
alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-
fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut :

v Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, dan
sudah dikaruniai 2 orang anak.

v/ Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Gaya
Baru Wosi, Manokwari.

v Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis,
namun sejak bulan Januari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan
telah menikah dengan wanita tersebut, oleh karena masalah tersebut
Tergugat marah kepada Penggugat dan juga melakukan kekerasan terhadap
Penggugat, akibatnya sejak bulan Agustus 2019 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tinggal dengan wanita
wanita tersebut sampai saat ini.

v Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada lagi sampai saat ini.

v Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak pernah lagi saling berkunjung sampai saat ini.

v, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati agar
mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah terbukti
sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan sebuah fakta
hukum dalam perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya dan juga sudah sulit untuk dirukunkan
kembali yang disebabkan Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan
lainnya bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
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Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dan melihat korelasi
gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi, yakni sejak Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2019 dan diketahui Tergugat
telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan Tergugat telah melakukan
kekerasan terhadap Penggugat, oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika
sesungguhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat
ketidakharmonisan dan apabila rumah tangga tersebut dipertahankan, maka
selama itu pula keduanya mengalami perselisihan dan pertengkaran bathin
yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, jelas
apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka
mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai
perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar
daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu
dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan
mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki
dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah
Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan
Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti
sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian
telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut
untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai
Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in,
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara
ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I.,
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu
oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H. Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp290.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
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5. Materai :Rp__6.000,00
Jumlah Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
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